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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUARAMUARAMUARAMUARA ENIM,ENIM,ENIM,ENIM,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bahwa dalam rangka meningkatnya Pelayanan Kesehatan terhadap
Masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70);
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Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2001 Nomor 75).

Dengan Persetujuan
DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUARAMUARAMUARAMUARA ENIMENIMENIMENIM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANPERUBAHAN ATASATASATASATAS PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN
DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUARAMUARAMUARAMUARA ENIMENIMENIMENIM NOMORNOMORNOMORNOMOR 9999 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001
TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN KESEHATANKESEHATANKESEHATANKESEHATAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun
2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2001 Nomor 75), diubah sebagai berikut :

DiantaraDiantaraDiantaraDiantara PasalPasalPasalPasal 11111111 dandandandan PasalPasalPasalPasal 12121212 disisipkandisisipkandisisipkandisisipkan 1111 (satu)(satu)(satu)(satu) PasalPasalPasalPasal barubarubarubaru yaituyaituyaituyaitu
PasalPasalPasalPasal 11111111 A,A,A,A, sehinggasehinggasehinggasehingga keseluruhankeseluruhankeseluruhankeseluruhan PasalPasalPasalPasal 11111111 AAAA berbunyiberbunyiberbunyiberbunyi sebagaisebagaisebagaisebagai
berikutberikutberikutberikut ::::

Pasal 11 A

Terhadap Pihak ke Tiga yang mendapat Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Muara Enim dengan Jaminan Perusahaan diberlakukan Tarif
dalam bentuk Paket Pelayanan Essensial yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMADAHMADAHMADAHMAD SOFJANSOFJANSOFJANSOFJAN EFFENDIEEFFENDIEEFFENDIEEFFENDIE
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMADMUHAMMADMUHAMMADMUHAMMAD AKIPAKIPAKIPAKIP YOENOESYOENOESYOENOESYOENOES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI D
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